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ABSTRAK

Jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan luas tanah tetap, sehingga mengakibatkan terjadinya
alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan ketahanan pangan menjadi lemah. Untuk mengatasi hal
tersebut perlu dilakukan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara menyusun
strategi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga lahan yang sudah ada dapat tetap
dipertahankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta
merumuskan prioritas strategi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Merauke.. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, pada bulan Agustus-Oktober tahun 2020. Pemilihan lokasi
dilakukan secara sengaja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, dengan jumlah responden sebanyak
sepuluh orang, Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian dan studi literatur. Alat analisis yang
digunakan adalah AWOT merupakan kombinasi dari Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan terdapat sebelas
kebijakan strategi yang dapat digunakan di Kabupaten Merauke, dengan strategi pertama yang harus
dilakukan adalah penetapan kawasan pangan abadi yang tidak boleh di konversi.

Kata kunci: AHP, lahan, strategi kebijakan, SWOT

ABSTRACT

Population growth, coupled with a fixed land supply, has accelerated the conversion of agricultural land
and may undermine food security. To address this issue, sustainable food agricultural areas need to be
designated through the formulation of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) protection policy
strategies to ensure that existing agricultural land can be preserved. This study aimed to analyse internal
and external factors and formulate priority policy strategies for LP2B protection to control agricultural land
conversion in Merauke Regency. The study was conducted in Merauke Regency, Papua Province,
Indonesia (currently South Papua Province), from August to October 2020. The study site was purposively
selected. Both primary and secondary data were used. Primary data were collected through questionnaires
and interviews involving ten respondents, while secondary data were obtained from the Department of
Agriculture and relevant literature. The analysis employed the AWOT approach, which integrates the
Analytical Hierarchy Process (AHP) and Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)
analysis. The results identified eleven policy strategies for protecting sustainable food agricultural land in
Merauke Regency. The highest-priority strategy was the designation of permanent food agricultural areas
that should be strictly protected from conversion to non-agricultural uses.

keywords: AHP, land, policy strategy, SWOT

PENDAHULUAN pertanian yang memiliki peran penting adalah beras
sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk di
dunia, terutama negara yang sedang berkembang
yaitu negara-negara di Asia (Hou et al., 2017; Apata

Empat puluh dua persen dari penduduk dunia
saat ini menggantungkan hidupnya pada pertanian
(Sanchez et al, 2019). Salah satu komoditas
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et al., 2018; Trunjaruen et al., 2020; Arouna et al.,
2020).

Jumlah penduduk Indonesia akan terus
bertambah, sementara luas tanah tetap (Kusniati,
2013). Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan,
diantaranya adalah tingginya alih fungsi lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian (Vu et al.,
2017; Lengoiboni et al., 2019) . Karena kebutuhan
akan lahan non pertanian mengalami peningkatan
(Janti et al., 2016). Alih fungsi lahan terjadi di daerah
yang padat (Gadrani et al., 2018).

Menurut Mansur et al. (2014), alih fungsi lahan
terjadi di daerah perdesaan dan apabila terjadi pada
lahan pertanian akan mengakibatkan luas lahan
pertanian berkurang, sehingga ketahanan pangan
menjadi lemah (Nugara dan Rudiarto, 2017),
produktivitas menurun dan ekosistem yang rentan
(Bellout et al., 2020). Hilangnya satu hektar lahan
pertanian berarti sebanyak tiga belas orang
kehilangan pekerjaan (Vu et al., 2017), sehingga akan
menimbulkan pengangguran (Isa, 2006). Pengalihan
lahan yang tidak terkendali pada akhirnya dapat
mengakibatkan bencana (Vu et al., 2017). Hal ini
dikarenakan lahan pertanian memiliki multi fungsi
yaitu menopang produksi pangan (Wiranoto dan
Hardati, 2014), konservasi dan pewarisan nilai-nilai
budaya (Handari, 2012).

Adapun penyebab terjadinya konversi lahan
antara lain adalah harga gabah riil di tingkat petani,
produktivitas padi (Prasada and Masyhuri, 2019),
tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi (llham et
al., 2005), harga lahan, jumlah tanggungan keluarga,
dan saluran air irigasi (Wulandari et al., 2017). Untuk
mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan
upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian
pangan vyaitu dengan melakukan perlindungan
terhadap lahan pertanian, karena ketersediaan lahan
sebagai input pertanian merupakan prasyarat mutlak
untuk mewujudkan sektor pertanian berkelanjutan
(Iskandar and Jamhari, 2020). Hal ini sudah dilakukan
di Negara Jerman, Swiss, Belanda, Spanyol, dan
Polandia (Bovet et al., 2018). Kebijakan perlindungan

lahan pertanian dengan menggabungkan dua
kebijakan yaitu kebijakan top-down dengan bottom-up
(Perrin, 2013) dengan menerapkan strategi

perlindungan lahan dan pemanfaatan lahan secara
berkelanjutan sehingga mengurangi terjadinya
konversi lahan di Cina (Wang et al., 2012)

Merauke merupakan salah satu Kabupaten di
Papua yang ditetapkan menjadi lumbung pangan di
Wilayah Indonesia Timur pada tahun 2015 oleh
Presiden Jokowi (Widyantari et al., 2025), yang
memiliki tanah luas dan datar, sehingga cocok
digunakan sebagai lahan pertanian. Komoditas
unggulan di Kabupaten Merauke adalah beras
(Widyantari dan Maulany, 2020). Pada tahun 2024
luas panen padi di Merauke adalah sebesar 66.951,40
ha, dengan produksi padi sebanyak 282.471,40 ton
dan produktivitas padi 4,96 ton/ha (Merauke, 2025). .

Seiring perkembangan zaman, sebagian lahan
pertanian di Kabupaten Merauke mengalami alih
fungsi menjadi bangunan usaha, permukiman,
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maupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Kondisi
tersebut berpotensi mengurangi luas lahan pertanian
produktif dan mengancam keberlanjutan fungsi
Kabupaten Merauke sebagai salah satu lumbung
pangan di kawasan Indonesia Timur.

Untuk itu, supaya Merauke tetap menjadi
lumbung pangan di Wilayah Timur Indonesia maka
diperlukan upaya perlindungan lahan pertanian
melalui  kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) agar alih fungsi lahan dapat
dikendalikan dan ketersediaan lahan pangan tetap
terjaga. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal
dan eksternal serta merumuskan prioritas strategi
kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) dalam mengendalikan alih
fungsi lahan pertanian di Kabupaten Merauke.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan
lahan pertanian pangan pada umumnya masih
berfokus pada identifikasi alih fungsi lahan, evaluasi
ketersediaan lahan, atau analisis kebijakan secara
parsial. Kajian yang secara komprehensif
mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam
penentuan strategi perlindungan lahan pertanian
pangan, sekaligus menetapkan urutan prioritas
kebijakan, masih relatif terbatas, khususnya dalam
konteks Kabupaten Merauke. Kesenjangan tersebut
memperkuat urgensi penggunaan pendekatan SWOT
yang diintegrasikan dengan Analytical Hierarchy
Process (AHP) atau AWOT, karena pendekatan ini
tidak hanya mampu mengidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi juga
memberikan pembobotan dan prioritas terhadap
alternatif strategi kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke,
Propinsi Papua, pada tahun 2020. Pemilihan lokasi
dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan
bahwa Kabupaten Merauke merupakan kabupaten
yang dijadikan sebagai daerah lumbung pangan di
Kawasan Indonesia Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari kuesioner dan wawancara, dengan
responden sebanyak sepuluh orang. Responden
dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu
dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan

tertentu, berupa pengetahuan, pengalaman,
kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan

kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) di Kabupaten Merauke, yang meliputi
perwakilan Dinas Pertanian (2 orang), perangkat
kampung (2 orang), penyuluh (2 orang) dan petani (4
orang). Sedangkan data sekunder diperoleh dari
Dinas Pertanian dan studi literatur.

Alat analisis yang digunakan adalah AWOT
merupakan kombinasi dari metode Analytical
Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1977) dan SWOT
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yang digunakan untuk melihat kekuatan (Strengths),
kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities),
dan ancaman (Threats) (Gorener et al., 2012).

Menurut Ferrell and Hartline (2011) fungsi
analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi
dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok
persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan
pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor
secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis
ini  didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
dan ancaman. Proses pengambilan keputusan
strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan (kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman) dalam kondisi saat ini. Fungsi
analisis AHP adalah untuk memberikan bobot atau
skor terhadap komponen-komponen SWOT (R. W.
Saaty, 1987). Tujuan kombinasi AWOT adalah untuk
mengurangi subjektifitas penilaian terhadap faktor-
faktor internal dan eksternal baik menyangkut
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Tahapan yang dilakukan dalam analisis AWOT
adalah (1) identifikasi faktor kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman melalui studi literatur dan
wawancara; (2) penyusunan matriks SWOT untuk
merumuskan strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T;
serta (3) penentuan prioritas strategi menggunakan
AHP. Hierarki AHP terdiri atas tujuan, faktor SWOT
sebagai kriteria, dan alternatif strategi sebagai pilihan
kebijakan. Penilaian pakar dilakukan secara
berpasangan menggunakan skala Saaty 1-9,
kemudian digabungkan dengan rata-rata geometrik.
Konsistensi penilaian diuji menggunakan Consistency
Ratio (CR), dengan nilai CR < 0,10 menunjukkan
penilaian yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
merupakan wilayah budidaya pertanian, terutama di
perdesaan, yang memiliki hamparan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan
pertanian pangan berkelanjutan beserta unsur
penunjangnya. Kawasan ini memiliki fungsi strategis
dalam menjaga ketersediaan lahan produksi pangan
secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Dalam konteks Kabupaten Merauke, strategi
penetapan kawasan pangan abadi menjadi prioritas
utama karena memberikan kepastian spasial dan
kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang
harus dipertahankan. Penetapan tersebut menjadi
dasar untuk mengintegrasikan perlindungan lahan ke
dalam RTRW dan RDTR, mengendalikan penerbitan
izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, serta
membatasi konversi lahan pertanian menjadi kawasan
permukiman, perdagangan, maupun penggunaan
nonpertanian lainnya. Dengan demikian, penetapan
kawasan pangan abadi tidak hanya berfungsi sebagai
langkah perlindungan fisik terhadap lahan pertanian,
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tetapi juga sebagai instrumen tata ruang dan
kebijakan jangka panjang untuk menjaga kapasitas
produksi pangan daerah, mempertahankan peran
Merauke sebagai Ilumbung pangan kawasan
Indonesia Timur, serta memperkuat ketahanan
pangan masyarakat secara berkelanjutan (UU No. 41
Tahun 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria
lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang
mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

2. Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak
sesuai untuk peruntukan pangan;

3. Didukung infrastruktur dasar

4. Telah dimanfaatkan sebagai
pangan.

Adapun tujuan dari perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan adalah: 1) Melindungi
kawasan pertanian secara berkelanjutan; 2) Menjamin
tetap tersedianya lahan pertanian pangan secara
terus menerus; 3) Mewujudkan kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan; 4) Melindungi
kepemilikann lahan pertanian pangan milik petani; 5)
Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan
petani dan  masyarakat; 6) Meningkatkan

lahan pertanian

perlindungan dan pemberdayaan petani; 7)
Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi
kehidupan vyang layak; 8) Mempertahankan

keseimbangan ekologis; 9) Mewujudkan revitalisasi
pertanian (Keputusan Mentri Pertanian Republik
Indonesia Pedoman Fasilitasi Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2019).

Melihat kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan tersebut di atas maka Kabupaten Merauke
sebagai salah satu kabupaten yang ditargetkan untuk
menjadi lumbung pangan bagi Kawasan Indonesia
Timur perlu untuk menata dan melakukan
perlindungan terhadap lahan pertaniannya, sehingga
lahan  tersebut tidak dialihnfungsikan  untuk
penggunaan yang lainnya. Terdapat ada sepuluh
distrik yang ditetapkan menjadi Kawasan LP2B yang
meliputi: Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik
Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik
Jagebob, Distrik Kimam, Distrik Animha, Distrik Okaba
dan Distrik Sota (Dinas Pertanian Kabupaten
Merauke, 2020). Oleh karena itu, perlu dirumuskan
strategi perlindungan lahan pangan berkelanjutan di
Kabupaten Merauke yaitu dengan mengidentifikasi
faktor-faktor yang berpengaruh baik faktor internal
maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal dan
eksternal yang teridentifikasi merupakan faktor yang
mempengaruhi perlindungan lahan pangan
berkelanjutan di Kabupaten Merauke, yang diperoleh
dari hasil studi literatur (desk study) dan wawancara
dari para pakar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan (Strengths) meliputi:
a. Kabupaten Merauke memiliki surplus produksi
beras.
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Ketersediaan lahan yang relatif masih luas
Lahan berupa tanah yang datar
Pengalaman petani yang sudah lama
Tersedianya sarana dan jaringan distribusi hasil
pertanian.

f. Terdapat sungai besar sebagai sumber waduk
2. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

a. Jarak antar daerah/wilayah yang jauh

b. Kondisi infrastruktur pengairan/irigasi belum

memadai
c. Jalan usahatani belum tertata
d. Pengelolaan produk unggulan pertanian untuk

pooo

memenuhi pasar ekspor belum dilakukan
secara optimal.
e. Tingkat pendidikan untuk pengembangan

usahatani masih perlu ditingkatkan, sementara
sebagian petani berada pada kelompok usia
relatif lanjut.
f. Adanya perkembangan wilayah
3. Faktor Peluang (Opportunities):
a. Penetapan Merauke sebagai kawasan lumbung
pangan nasional

Tabel 1. Matrik SWOT Penetuan Strategi Perlindun

E-ISSN: 2775-3514
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b. Adanya dukungan dari pemerintah pusat

c. Tersedianya akses transportasi darat dan laut
untuk mendukung distribusi produk pertanian.

d. Ketersediaan permintaan pasar terhadap beras
dari luar Kabupaten Merauke

4. Faktor Ancaman (Threats):

a. Terjadinya penyusutan luas lahan pertanian
akibat alih fungsi lahan

b. Adanya pesaing beras dari luar Kabupaten

Merauke
c. Adanya investasi non pertanian yang
berpotensi menggunakan lahan pertanian
produktif dan menyerap tenaga kerja sektor
pertanian
d. Lemahnya pengendalian dan penegakan
hukum terhadap terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang
Faktor-faktor yang diperoleh selanjutnya
disusun dalam matrik SWOT untuk strategi

perlindungan lahan berkelanjutan yang disajikan pada
Tabel 1.

an Lahan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke

(T)
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Merauke. (S1, S2, T1, T3, T4)

T1, T3, T4)
S2, T1, T3, T4)
sesuai RT/RW. (S1, S2, S6, T1, T3, T4)

= Pemberdayaan  pertanian  kolektif
pengembangan inovasi

(S1, S2, S3, S4, S5, S6, T1, T2, T3, T4)

= Meninjau, merevisi dan melaksanakan Perda
(RTRW)

= Penerbitan sertifikat tanah pertanian untuk
mengendalikan alih fungsi lahan. (S1, S2, S3, S6,

= Pengembangan pajak tanah yang progresif. (S1,
= Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang
untuk
maupun perubahan

teknologi dan peningkatan produktivitas padi
untuk ketahanan pangan di Kabupaten Merauke.

IFAS Kekuatan (S) Kelemahan (W)
EFAS
Peluang | Strategi S-O Strategi W-O :
(0) = Penetapan lahan pertanian/ kawasan pangan | = Percepatan penyusunan dan penetapan Perda LP2B (W5,
abadi yang tidak boleh dikonversi (S1, S2, S3, 01, 02)
S5, S6, 01, 02, O4) = Pembangunan infrastruktur pengairan seperti waduk dan
» Pemberian insentif/stimulus kepada pemilik jaringan irigasi (W1, O1, 02)
tanah/ petani yang ditetapkan dalam LP2B (S1, | = Penataan lahan pertanian, pembuatan jalan dan
S2, S3, S5, S6, 01, 02, 0O4) penentuan daerah basis komoditas (W2, W3, W5, O1, O2,
» Perluasan jaringan pemasaran dan informasi 04)
pasar baik secara online maupun offline (S1, S2, | = Kerjasama antar kabupaten di Papua dan luar Papua
S3, 84, S5, S6, 01, 02, 03, 04) untuk menyuplai produk pertanian (W3, W6, O1, 02, O3,
04)
= Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas SDM dan
regenerasi, penumbuhan kelompok usaha Bersama, dan
optimalisasi penyuluhan pertanian. (W3, W4, W5, o1, 02,
03, 04)
Ancaman | Strategi S-T Strategi W-T

= Meninjau penyempurnaan sistem dan aturan jual beli
lahan serta pola penguasaan lahan. (W5, T1, T3, T4)

= Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sesuai arahan
peruntukan ruang RTRW Pelatihan untuk pengembangan
usahatani. (W5, T1, T3, T4)

= Mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran
penggunaan lahan pertanian. (W5, T1, T3, T4)

= Peningkatan hubungan kemitraan, penguatan
kelembagaan petani, dan penyuluhan pertanian. (W1.
W2, W3, W4, W5, W6, T1, T2)

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T yang terdapat dalam

matrik SWOT kemudian diringkas kembali menjadi 11

strategi kebijakan yaitu:

1. Penetapan kawasan pangan abadi yang tidak
boleh di konversi (AL1).
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2. Pemberian insentif/stimulus dan sertifikat lahan
kepada pemilik tanah/ petani yang ditetapkan
dalam LP2B (AL 2).

3. Perluasan jaringan pemasaran dan informasi
pasar baik secara online maupun offline (AL3).
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4. Percepatan penyusunan dan penetapan Perda
LP2B untuk mencegah dan menindak terjadinya
pelanggaran penggunaan lahan pertanian (AL4).

5. Penataan lahan, penentuan daerah basis dan
pembangunan infrastruktur sarana prasarana
pertanian (ALS5).

6. Kerjasama antar kabupaten di Papua dan luar
Papua untuk menyuplai produk pertanian (AL6).

7. Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas
SDM dan regenerasi, penumbuhan kelompok
usaha Bersama, dan optimalisasi penyuluhan
pertanian (AL7).

8. Meninjau, merevisi, melaksanakan dan
sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Merauke (ALS).

9. Pengembangan pajak tanah yang progresif
(AL9).

10. Peningkatan hubungan kemitraan, penguatan
kelembagaan petani dan optimalisasi
penyuluhan pertanian, untuk pengembangan
inovasi maupun perubahan teknologi dan
peningkatan produktivitas padi untuk ketahanan
pangan (AL10).

11. Meninjau penyempurnaan sistem dan aturan jual
beli lahan, pola penguasaan lahan, dan
penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sesuai
arahan peruntukan ruang RTRW (AL11).

Sebelas  kebijakan  perlindungan  lahan
pertanian berkelanjutan tersebut dapat menjadi
masukan bagi Dinas Pertanian ataupun Pemerintah

Daerah setempat dalam menerapkan kebijakan

perlindungan lahan berkelanjutan tanaman pangan.

Untuk menentukan kebijakan mana yang sebaiknya

diterapkan lebih dahulu maka dilakukan analisis

dengan menggunakan AHP guna menentukan
prioritas kebijakan.

Hasil perhitungan penentuan prioritas kebijakan

mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

dengan menggunakan metode AHP dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2. Penentuan Prioritas Kebijakan Perlindungan
Lahan Pertanian Berkelanjutan

Strategi S o) w T Jumlah
AL1 0.128 0.035 0.005 0.005 0.172
AL5 0.109 0.018 0.004 0.006 0.136
AL4 0.076 0.014 0.015 0.005 0.110
AL2 0.064 0.038 0.006 0.002 0.109
AL3 0.025 0.052 0.008 0.012 0.098
AL6 0.022 0.046 0.011 0.011 0.090
AL10 0.039 0.009 0.011 0.016 0.075
AL7 0.046 0.015 0.003 0.008 0.072
AL9 0.012 0.006 0.028 0.004 0.051
AL8 0.017 0.007 0.019 0.002 0.045
AL11 0.010 0.005 0.025 0.003 0.043

Total 1.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan AHP, dapat diketahui
urutan strategi kebijakan yang harus dilakukan oleh
pemerintah daerah, yaitu dengan melihat urutan nilai
mulai dari nilai yang paling tinggi. Adapun prioritas
strategi kebijakan lahan pertanian berkelanjutan yang
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dapat diterapkan di

sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan pangan abadi yang tidak
boleh di konversi.

2. Penataan lahan, penentuan daerah basis dan
pembangunan infrastruktur sarana prasarana
pertanian.

3. Percepatan penyusunan dan penetapan Perda
LP2B untuk mencegah dan menindak terjadinya
pelanggaran penggunaan lahan pertanian.

4. Pemberian insentif/stimulus dan sertifikat lahan
kepada pemilik tanah/ petani yang ditetapkan
dalam LP2B.

5. Perluasan jaringan pemasaran dan informasi
pasar baik secara online maupun offline.

6. Kerjasama antar kabupaten di Papua dan luar
Papua untuk menyuplai produk pertanian.

7. Peningkatan hubungan kemitraan, penguatan
kelembagaan petani dan optimalisasi
penyuluhan pertanian, untuk pengembangan
inovasi maupun perubahan teknologi dan
peningkatan produktivitas padi untuk ketahanan
pangan.

8. Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas
SDM dan regenerasi, penumbuhan kelompok
usaha bersama, dan optimalisasi penyuluhan
pertanian.

9. Pengembangan pajak tanah yang progresif.

10. Meninjau, merevisi, melaksanakan dan
sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Merauke.

11. Meninjau penyempurnaan sistem dan aturan jual
beli lahan, pola penguasaan lahan, dan
penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sesuai
arahan peruntukan ruang RTRW.

Prioritas utama strategi perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
Merauke adalah penetapan Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagai kawasan pangan abadi yang
pada prinsipnya dipertahankan dari alih fungsi non-
pertanian. Strategi ini menjadi penting karena
penetapan kawasan memberikan kepastian spasial
dan kepastian hukum mengenai lokasi, luas, serta
batas lahan pertanian produktif yang harus dilindungi.
Dengan adanya penetapan tersebut, pemerintah
daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, penerbitan izin
pembangunan, dan investasi nonpertanian yang
berpotensi mengurangi luas lahan pangan. Penetapan
kawasan pangan abadi juga berperan dalam menjaga
kapasitas produksi beras secara berkelanjutan
sehingga mendukung ketahanan pangan dan
kedaulatan pangan Kabupaten Merauke (Ansari et al.,
2020),

Strategi penetapan kawasan pangan abadi
perlu diikuti dengan penataan lahan pertanian,
penetapan  wilayah  basis komoditas, serta
pembangunan sarana dan prasarana pertanian.
Penataan berdasarkan kesesuaian lahan, komoditas
unggulan, kondisi irigasi, akses jalan usaha tani, dan
kedekatan terhadap fasilitas pascapanen akan

Kabupaten Merauke adalah
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membantu pemerintah daerah menentukan lokasi
intervensi secara lebih tepat. Kebijakan pembangunan
waduk, jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang,
penggilingan, dan fasilitas distribusi  dapat
diprioritaskan pada kawasan basis produksi yang
telah ditetapkan. Dengan demikian, perlindungan
lahan tidak hanya berorientasi pada pencegahan
konversi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas
dan nilai ekonomi lahan pertanian yang dipertahankan
Penguatan implementasi Perda LP2B perlu
dilakukan melalui penyusunan petunjuk operasional,
pemutakhiran peta dan data bidang lahan, integrasi
LP2B dalam RTRW dan RDTR, serta pengawasan
perizinan pemanfaatan ruang. Penetapan regulasi
saja belum cukup untuk mengendalikan alih fungsi
lahan apabila tidak diikuti oleh pengawasan,
koordinasi lintas perangkat daerah, serta mekanisme
penegakan hukum yang jelas. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap
rencana pembangunan permukiman, perdagangan,
infrastruktur,  maupun investasi baru tidak
menggunakan lahan LP2B tanpa memenuhi
ketentuan yang berlaku. Sistem informasi spasial dan
pemantauan berkala juga diperlukan agar perubahan
penggunaan lahan dapat dideteksi lebih awal
Pemberian insentif atau stimulus kepada
pemilik lahan dan petani LP2B merupakan strategi
penting untuk menjaga kemauan petani
mempertahankan lahannya. Insentif dapat berupa
pengurangan atau keringanan Pajak Bumi dan
Bangunan sesuai ketentuan, bantuan benih dan
pupuk, akses alat dan mesin pertanian, bantuan

irigasi, kemudahan akses pembiayaan,
pendampingan usaha tani, serta dukungan
pemasaran. Fasilitasi sertifikasi atau penataan

administrasi pertanahan juga dapat diberikan untuk
memperkuat kepastian hak atas tanah. Namun,
sertifikasi lahan tidak dengan sendirinya mencegah
alih fungsi; perlindungan akan lebih efektif apabila
status bidang tanah tersebut terhubung dengan
penetapan LP2B, peta tata ruang, serta pengawasan
perizinan pemanfaatan ruang.

Perluasan jaringan pemasaran dan sistem
informasi pasar secara daring maupun luring juga
perlu menjadi perhatian. Perlindungan kawasan
pangan harus memberikan manfaat ekonomi yang
nyata bagi petani agar mempertahankan usaha tani
tetap lebih menarik daripada menjual atau
mengalihfungsikan lahan. Pada musim panen,
keterbatasan daya tampung penggilingan dan gudang
dapat menyebabkan pasokan beras yang ditawarkan
petani melebihi kapasitas penyerapan pasar,
sehingga harga di tingkat petani berpotensi menurun.
Oleh sebab itu, perlu dikembangkan kerja sama
pemasaran dengan BULOG, penggilingan padi,
koperasi, pedagang antardaerah, pelaku usaha
pangan, dan platform pemasaran digital. Penguatan
informasi harga, jadwal panen, kebutuhan pasar, serta
kapasitas gudang akan membantu petani dan
pemerintah dalam mengatur distribusi beras secara
lebih efisien.
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Kerja sama antarkabupaten di Papua dan
dengan daerah di luar Papua diperlukan untuk
memperluas pasar beras Merauke sekaligus
memperkuat distribusi pangan kawasan. Tidak semua
wilayah di Papua memiliki kondisi agroekologi yang
sesuai untuk produksi padi dalam skala besar. Oleh
karena itu, Merauke dapat memperkuat perannya
sebagai salah satu sentra pasokan beras melalui
kesepakatan perdagangan antardaerah,
pengembangan jalur distribusi laut dan darat, serta
penguatan rantai pasok pangan. Strategi ini tidak
hanya membuka pasar bagi petani Merauke, tetapi
juga mendukung stabilitas pasokan pangan di wilayah
Papua dan kawasan sekitarnya.

Peningkatan kemitraan, penguatan
kelembagaan petani, dan optimalisasi penyuluhan
pertanian juga perlu dilakukan untuk meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan petani. Kelembagaan
petani yang kuat dapat memperluas akses terhadap
informasi, sarana produksi, pembiayaan, teknologi,
pelatihan, serta pasar. Kelompok tani, gabungan
kelompok tani, koperasi, dan kelompok usaha
bersama dapat berperan dalam pengadaan input
secara kolektif, pengelolaan alat mesin pertanian,
pemasaran bersama, serta penguatan posisi tawar
petani. Penyuluhan pertanian perlu diarahkan pada
penerapan inovasi budidaya, manajemen usaha tani,
pascapanen, diversifikasi produk, dan adaptasi
terhadap perubahan teknologi.

Pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, dan regenerasi petani perlu
menjadi strategi pendukung yang berkelanjutan.
Sektor pertanian memiliki potensi besar di Kabupaten
Merauke, tetapi keberlanjutannya dapat terganggu
apabila generasi muda kurang tertarik untuk terlibat
dalam usaha tani. Rendahnya minat generasi muda
antara lain berkaitan dengan persepsi pendapatan
pertanian yang belum menjanjikan dan status sosial
petani yang kurang menarik (Pamungkaslara dan
Rijanta, 2017). Karena itu, program regenerasi perlu
dihubungkan  dengan  modernisasi  pertanian,
pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi
digital, akses modal, serta pengembangan usaha
berbasis nilai tambah agar pertanian dipandang
sebagai sektor ekonomi yang layak dan prospektif.

Penerapan disinsentif terhadap alih fungsi
lahan juga perlu dipertimbangkan, antara lain melalui
penyesuaian tarif pajak tanah untuk penggunaan
nonpertanian, pembatasan izin pembangunan pada
kawasan pertanian produktif, dan penguatan
persyaratan perubahan peruntukan ruang. Kebijakan
ini perlu disusun secara hati-hati sesuai kewenangan
pemerintah daerah dan peraturan perpajakan yang
berlaku. Tujuannya bukan semata-mata
meningkatkan beban pajak, tetapi mengurangi insentif
ekonomi untuk mengonversi lahan pertanian produktif
menjadi penggunaan nonpertanian serta mencegah
konsentrasi penguasaan lahan yang tidak produktif.

Selanjutnya, peninjauan, sinkronisasi,
pelaksanaan, dan sosialisasi RTRW serta RDTR
Kabupaten Merauke harus dilakukan secara
konsisten. Dokumen tata ruang perlu selaras dengan
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peta LP2B, arah pengembangan kawasan, sistem
perizinan, dan kebijakan investasi daerah.
Penyempurnaan mekanisme jual beli lahan, pola
penguasaan lahan, serta penetapan Nilai Jual Objek
Pajak perlu mempertimbangkan arahan peruntukan
ruang agar transaksi tanah tidak mendorong spekulasi
dan konversi lahan pertanian produktif. Dengan
pendekatan tersebut, perlindungan LP2B dapat
dilaksanakan secara terpadu melalui kombinasi
instrumen hukum, tata ruang, insentif ekonomi,
penguatan kelembagaan petani, pembangunan
infrastruktur, dan pengendalian pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sebelas
strategi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dapat diterapkan
di Kabupaten Merauke untuk mengendalikan alih
fungsi lahan pertanian. Strategi prioritas yaitu
penetapan kawasan pangan abadi yang dilindungi
secara tegas dari konversi ke penggunaan
nonpertanian, sekaligus menjadi acuan dalam
pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan izin
pembangunan, serta pengawasan  terhadap
pelanggaran tata ruang. Pemerintah daerah perlu
menempatkan perlindungan lahan pertanian sebagai
bagian utama dari kebijakan pembangunan daerah,
bukan hanya sebagai program sektoral pertanian dan
segera menetapkan peta lahan pertanian pangan
berkelanjutan, memperjelas batas kawasan yang tidak
dapat dikonversi, membangun sistem pengendalian
perizinan berbasis tata ruang, serta memperkuat
koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah
distrik, kampung, petani, dan pihak swasta.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya,
diperlukan kajian yang lebih rinci mengenai pemetaan
spasial LP2B berbasis Sistem Informasi Geografis,
estimasi laju dan pola alih fungsi lahan, nilai ekonomi
lahan pertanian dibandingkan penggunaan
nonpertanian, serta analisis efektivitas insentif dan
disinsentif bagi pemilik lahan. Dari sisi implementasi,
pemerintah  daerah  juga perlu  melakukan
pemutakhiran data lahan secara berkala, membangun
sistem monitoring alih fungsi lahan, dan melibatkan
masyarakat serta petani dalam pengawasan agar
kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan
secara berkelanjutan.
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